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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masih tingginya angka
rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solok, meskipun program bantuan
perbaikan RTLH telah dilaksanakan sejak 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan Program RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Solok serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam
implementasinya. Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan
observasi, serta menggunakan teknik triangulasi untuk keabsahan data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa program RTLH memberikan dampak positif
terhadap kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih
dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kurangnya partisipasi swadaya dari
masyarakat, keterlambatan distribusi bahan bangunan, serta permasalahan
administratif seperti bukti kepemilikan tanah. Kesimpulan dari penelitian ini
menyatakan bahwa meskipun program telah berjalan cukup efektif dan efisien,
diperlukan peningkatan pengawasan, penyempurnaan sistem pendataan, dan
strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar program RTLH dapat memberikan

manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Program RTLH; Kebijakan Perumahan; Evaluasi Implementasi;
Masyarakat;
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting selain sandang, pangan,
pendidikan, dan kesehatan adalah memiliki tempat tinggal yang layak, seperti rumah.
Kebutuhan akan sandang dan pangan bisa relatif lebih mudah dipenuhi, namun kebutuhan
akan rumah yang layak berbeda. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal
merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan akan sandang dan pangan.
Namun tidak semua manusia mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut (Kamilia

Nada, 2019).

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap individu yang tidak hanya
berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya kehidupan
keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Namun, hingga saat ini masih banyak
masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak huni. Terdapat 32 juta
dari total 75 juta rumah tangga di Indonesia hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak
(Arini, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa masalah perumahan layak masih menjadi
tantangan besar di negara kita.Menurut data BPS pada tahun 2024 di Sumatera Barat
terdapat 62,29 presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak,
hal ini berarti masih terdapat 37,71 persen rumah yang dikatakan tidak layak huni, salah
satunya di Kota Solok masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi
yang tidak memenuhi standar kelayakan. Seperti yang dilaporkan oleh Antara Sumbar
(2024), saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Solok kurang lebih

sebanyak 1.350 unit. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah



yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas
bangunan, dan kesehatan penghuni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

PUPR No. 07/PRT/M/2018.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan
untuk rumah tangga miskin (RTM) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah,
khususnya Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.
Program ini melibatkan perbaikan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, dengan

penekanan pada peningkatan atap, lantai, dinding, dan fasilitas MCK (Hanum, 2023).

Menurut Taufik dan Sriharyati (2019), program bantuan perbaikan rumah tidak
layak huni diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal
di tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan. Tujuan utama dari program
ini adalah membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak
sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat. Salah satu daerah yang melaksanakan
program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kota Solok. Program RTLH
Kota Solok di atur dalam peraturan Walikota Solok No. 30 tahun 2022 tentang pedoman
pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan. Pemerintah kota solok melaksanakan program bantuan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan program tersebut menjadi salah satu
program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kota Solok dalam
melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna
menanggulangi masalah kemiskinan, serta tercapainya visi pembangunan Kota Solok
yang mendukung Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu

terwujudnya Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Data Laporan DPRKPP,2020).



Tahapan yang dilakukan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
melalui Dana alokasi khusus (1) sosialisasi RTLH di tingkat kelurahan (2) melakuka
survey yang terdiri dari unsur kelurahan, RT/RW/Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan
unsur Dinas Perkim Kota Solok, (3) melakukan pengolahan data dan perangkingan
berdasarkan hasil survey, (4) melakukan rapat tim teknis terkait hasil dari pengolahan
data, (5) rapat untuk melengkapi syarat-syarat administrasi bagi calon penerima bantuan
yang lolos dari hasil rapat tim teknis, (6) berdasarkan hasil survey dan kelengkapan
administrasi maka dibuatkan SK penerima bantuan RTLH dana DAK oleh Walikota, (7)
rapat pembentukan kelompok dan pemilihan ketua kelompok serta survey toko bangunan
oleh ketua kelompok, (8) pembukaan buku rekening oleh pihak bank didampingi oleh
TFL, (9) rapat menentukan toko bangunan oleh calon penerima bantuan dan penyusunan
RAB yang didampingi oleh TFL, (10) penandatanganan kontrak antar ketua calon
penerima bantuan dengan toko bangunan, (11) pencairan dana tahap I (50%) toko
bangunan mengantarkan bahan bangunan berdasarkan daftar rencana pembelian bahan
bangunan tahap 1 serta menyusun laporan penggunaan dana (LPD) tahap 1, (12)
pencairan dana tahap II (50%) pencairan bisa dilakukan bila progres fisik minmal 30%
dan toko bangunan mengantarkan bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana
Pembelian Bangunan tahap 2, (13) melakukan penyusunan laporan penggunaan dan tahap
2 serta menyempurnakan hasil laporan akhir (Administrasi berupa proposal LPD 1 dan

LPD 2).

Data pada tabel berikut ini menjelaskan jumlah rumah yang telah mendapatkan
bantuan dari program RTLH sebanyak 1.195 unit. Tim fasilitator Disperkim, Beni
Novrianto menyebutkan masih banyak terdapat rumah yang belum permanen dan masuk

kategori rumah tidak layak huni.



Tabel 1.1 Data Rekap Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah
dilaksanakan dari tahun 2019 s/d 2023

Jumlah Unit per Tahun Pelaksanaan
Sumber Dana Jumlah Total per
NO. Kelurahan kecamatan BSPS APED Kelurahan
2019 2019 2022 2023

1 |Nan Balimo Tanjung Harapan 27 0 10 17 187

2 | Tanah Garam Lubuk Sikarah 190 4 15 25 347

3 |Kampung Jawa Tanjung Harapan 74 0 9 23 178
4 |Koto Panjang Lubuk Sikarah 0 0 3 1 16
5 | VIKoto Lubuk Sikarah 42 0 3 5 66
6 | Sinapa Piliang Lubuk Sikarah 0 0 0 5 19
7 | Kampai Kubu Karambi| Lubuk Sikarah 21 0 6 12 82
8 |IX Korong Lubuk Sikarah 0 0 1 3 21
9 | Tanjung Paku Tanjung Harapan 38 0 7 6 86
10 [Aro IX Korong Lubuk Sikarah 0 0 1 0 41
11 | Simpang Rumbio Lubuk Sikarah 28 0 3 6 52
12 [Laing Tanjung Harapan 0 0 2 2 59
13 [Pasar Pandan Air Mati | Tanjung Harapan 0 0 1 0 41

Jumlah Total per Tahun 420 4 62 105 1195

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas, data jumlah unit program perbaikan rumah tidak layak
huni berdasarkan sumber dana dan tahun pelaksanaan. Program ini didanai oleh beberapa
sumber, yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah), serta BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Dari data yang ada,
program ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga 2023, dengan jumlah unit yang
bervariasi tiap tahunnya. Pendanaan APBD digunakan pada tahun 2019, 2022, dan 2023.
Selain itu, terdapat juga pendanaan dari BSPS pada tahun 2019. Secara keseluruhan,
jumlah unit perbaikan rumah mencapai 1.195 unit. Jika dilihat per tahun, jumlah tercatat
pada tahun 2019 dengan 4 unit dari APBD, dan 420 unit dari BSPS, sehingga totalnya
mencapai 586 unit. Sementara itu, tahun dengan jumlah unit terendah adalah 2022,
dengan hanya 62 unit yang didanai oleh APBD. BSPS mendanai kegiatan perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok sebagai bagian dari upaya pemerintah



pusat untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan

kualitas permukiman.

Terdapat 3 jenis dalam rehabilitasi dalam program RTLH diantaranya bangun
baru dengan biaya sebesar Rp 60.000.000 ,rehabilitasi sedang sebesar Rp 35.000.000 dan
rehabilitasi ringan sebesar Rp 20.000.000 . Jumlah ini bisa berubah tergantung dengan
perubahan harga satuan bangunan. Menurut salah satu penerima bantuan dari program
RTLH Kota Solok, Ibu Djasnimar dalam dalam hasil wawancara dengan penulis

menyampaikan bahwa,

“Dikarenakan dengan adanya program RTLH ini saya bisa mendapatkan hunian
yang layak dan nyaman. Serta program ini sangatlah membantu untuk masyarakat
yang kurang mampu...”

Dari hasil observasi yang dilakukan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok tidak
sepenuhnya berjalan lancar. Berbagai kendala menjadi faktor penghambat dalam

merealisasikan program ini kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris

bagian RTLH di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok menerangkan:

“....Untuk kendala dilapangan banyak kita kemui, yang pertama masyarakat yang
sudah menerima bantuan ini tidak membongkar rumah lamanya, itu membuat
jumlah rumah tidak layak huni tidak berkurang lalu nanti diusulkan lagi oleh
anggota keluarga lainnya. Kedua, dilapangan itu masyarakat mengaku tidak ada
swadayanya. Sementara di awal mereka mengaku bahwa ada swadaya. lalu
terkadang keterlambatan pengantaran bahan bangunan dari toko bangunan dan
kadang juga masalah dari tukangnya. (observasi dilakukan pada tanggal 20
November 2024)”.

Dari hasil wawancara tersebut digambarkan tentang kendala yang terjadi di

lapangan. Program RTLH bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang tidak



layak huni agar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial sesuai peraturan yang
berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang menghambat
efektivitas program tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah masyarakat
penerima bantuan tidak menghancurkan rumah lama yang sudah tidak layak setelah
rumah baru dibangun. Hal ini menyebabkan rumah lama tetap berdiri dan kemudian
diajukan kembali oleh anggota keluarga lain untuk mendapatkan bantuan yang sama,
sehingga mengurangi efisiensi program. Kondisi ini terjadi karena kurangnya
pengawasan dan koordinasi dari pihak terkait. Pengawasan yang lemah memungkinkan
rumah lama tetap dipertahankan dan tidak dibongkar sesuai ketentuan program yang
mengharuskan rumah tidak layak huni dihancurkan sebagai syarat mendapatkan bantuan

pembangunan rumah baru.

Selain itu dalam pelaksanaannya sering ditemukan kendala signifikan berupa
keterlambatan pengiriman bahan bangunan dari toko atau penyedia material ke lokasi
pembangunan. Keterlambatan in1 menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat.
Dampak lain dari keterlambatan ini adalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal
dan penyelesaian pembangunan rumah tidak sesuai target waktu yang ditetapkan. Hal ini
berpotensi menurunkan efektivitas program RTLH dalam mengentaskan rumah tidak

layak huni secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Faktor penghambat lainnya juga berasal dari masyarakat. Yaitu kurangnya
swadaya dari masyarakat. Keswadayaan ini berupa kontribusi dana, tenaga, maupun
partisipasi aktif dalam proses pembangunan rumah. Banyak penerima bantuan mengalami
kesulitan menyediakan dana swadaya yang menjadi syarat pelaksanaan program,

sehingga program tidak berjalan optimal. Keterbatasan swadaya ini disebabkan oleh



kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin atau

sangat miskin, yang tidak mampu menambah biaya di luar bantuan yang diberikan.

Salah satu faktor penghambat dari aspek sosial yaitu terkait permasalahan
kepemilikan tanah masyarakat. Disebutkan dalam Peraturan Walikota Solok No.30
Tahun 2022 bahwasanya salah satu kriteria penerima bantuan RTLH Kota Solok yaitu
memiliki dan menguasai tanah dibuktikan dengan sertifikat, atau surat keterangan
menguasai tanah (hibah) dari pemilik sertifikat. Oleh karena itu bagi masyarakat yang
tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tidak bisa menjadi penerima bantuan dari

program RTLH.

Penelitian serupa tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) juga pernah diteliti oleh Bintari Laras Anggraini (2021), yaitu dengan studi
kasus di kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan
pokok masyarakat Kabupaten Tuban ialah kurangnya kesempatan memperoleh
perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya ruang
untuk berlindung. Oleh karena itu sektor perumahan dan permukiman sampai saat ini

menjadi perhatian bagi pemerintah baik Pusat atau Daerah.

Evaluasi program RTLH secara umum adalah proses menilai sejauh mana
program perbaikan rumah tidak layak huni telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti
peningkatan kualitas hunian, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas penggunaan
anggaran. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta
peluang perbaikan program ke depan. Evaluasi program RTLH di Kota Solok mencakup
beberapa aspek utama yang menentukan keberhasilan program ini. Salah satu aspek yang

menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penerima manfaat.
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Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan juga menjadi faktor penting dalam
evaluasi. Program RTLH di Kota Solok sebagian besar dilaksanakan dengan sistem
swakelola oleh masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif
dalam pembangunan rumah. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa bantuan
material dan pendampingan teknis belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh

terhadap kualitas hasil pembangunan.

Sebagai upaya peningkatan keberhasilan program, diperlukan langkah-langkah
strategis, seperti perbaikan sistem pendataan penerima bantuan, peningkatan transparansi
dalam alokasi anggaran, serta penguatan pendampingan teknis bagi penerima manfaat.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan program RTLH di Kota Solok
dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi
masyarakat yang membutuhkan. Dampak program RTLH terhadap kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Peningkatan kualitas
hunian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan, keamanan, dan

kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2 Contoh RTLH di Kota Solok
A. Sebelum




B. Sesudah

Sumber : TopSumbar,2023

Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi
yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi program RTLH di masa mendatang.
Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran
sehingga program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang
membutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
program RTLH, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi
strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam menciptakan hunian
yang lebih layak bagi masyarakat miskin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana evaluasi terhadap program yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Solok dengan judul “Evaluasi Program Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) di Kota Solok”.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalanya adalah

sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari program RTLH tidak
membongkar rumah lamanya yang kemudian diajukan Kembali oleh anggota
keluarga lainnya

2. Kurangnya swadaya dari masyarakat

3. Terkadang terjadi keterlambatan pengantaran bahan oleh toko bangunan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar
pengakjian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin

dipecahkan. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi program RTLH

di Kota Solok.
D. Rumusan Masalah
Dari pembahasan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok?.
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Program
Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok?.
E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota

Solok.
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

pengimplementasian Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian

ini adalah :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur akademik terkait
evaluasi program RTLH serta diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan
kajian dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam pengembangan pengetahuan

tentang Kebijakan Publik.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi :

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam
menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam perbaikan rumah tidak layak huni,
serta meningkatkan mekanisme implementasi program.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kepentingan
dalam menentukan strategi perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih optimal

dalam penyelenggaraan program RTLH.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai
Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Solok dapat diambil kesimpulan
pelaksanaan Program RTLH di Kota Solok telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan
efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperbaiki kualitas hunian
masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diterapkan dengan mekanisme yang
jelas mulai dari survei, perencanaan teknis, verifikasi administrasi, hingga rehabilitasi
rumah, dengan peran aktif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai penghubung
antara dinas dan masyarakat. Efektivitas program terlihat dari dampak positif
signifikan terhadap penerima manfaat yang memperoleh rumah layak huni yang sehat,
aman, dan nyaman, serta meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi keluarga.
Sinergi antara pemerintah, fasilitator, dan masyarakat turut mendukung transparansi
dan keterbukaan proses pelaksanaan.

Dari sisi efisiensi, program mengelola sumber daya secara optimal, baik
alokasi anggaran yang diawasi dengan ketat, waktu pelaksanaan yang terjaga
stabilitasnya, serta pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui sistem gotong royong yang
mempercepat rehabilitasi rumah. Hal ini sejalan dengan dukungan dana APBD
sebagaimana temuan penelitian Wedia Rahmah dan Wahyu Subadi, yang memperkuat
fondasi pendanaan terstruktur dan terkoordinasi. Mengenai kecukupan, kualitas bahan
bangunan dan fasilitas dasar rumah hasil rehabilitasi sudah memenuhi standar layak
huni. Namun, terdapat kendala pada sarana dan prasarana pendukung administrasi dan

operasional yang masih terbatas, sehingga perlu peningkatan agar proses pelaporan
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dan evaluasi dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir. Kehadiran Rencana Kerja
dan Target Lokasi (RKTL) sebagai instrumen evaluasi sistematis menjadi bagian dari
upaya menjaga kualitas hasil program secara berkelanjutan. Hal ini relevan dengan
temuan penelitian di Kabupaten Tuban yang menyoroti perlunya dukungan sumber
daya dan koordinasi agar program berjalan efektif dan konsisten. Faktor penghambat
utama pelaksanaan program adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung
seperti alat tulis, fasilitas operasional, serta ketidakberlanjutan sumber pendanaan
terutama setelah tahun 2025 yang menyebabkan tertundanya kegiatan rehabilitasi.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi pemerintah daerah untuk mencari
sumber dana yang lebih stabil dan peningkatan fasilitas pendukung agar program dapat
dilaksanakan secara konsisten dan efisien. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang
ditemukan di Kabupaten Tuban, yang mengakui kendala serupa terkait keterbatasan

sumber daya aparatur dan sarana prasarana.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis saran yang
dapat diajukan oleh penulis adalah:

1. Penambahan dan peningkatan sarana operasional seperti alat tulis
kantor, printer, dan kendaraan lapangan sangat diperlukan agar proses
administrasi dan pelaporan program berjalan lancar dan efisien.
Pendanaan khusus untuk kebutuhan pendukung administrasi dan
operasional harus dialokasikan agar pengelolaan program lebih

terorganisir dan tidak memberatkan petugas di lapangan.
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2. Sosialisasi program harus terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat,
khususnya yang berpenghasilan rendah, memahami kriteria, prosedur,
dan manfaat program. Pendekatan tatap muka dan keterlibatan aktif
aparat kelurahan serta tokoh masyarakat terbukti efektif dan harus
diperkuat. Pendampingan administrasi agar masyarakat dapat
melengkapi persyaratan seperti kepemilikan sertifikat tanah juga harus
diberikan perhatian khusus.

3. Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data penerima bantuan
dengan sistem yang lebih terintegrasi dan mutakhir guna menghindari
ketidaktepatan sasaran. Evaluasi dan seleksi data secara berkala harus
dijalankan untuk memastikan bantuan tepat pada sasaran serta

mengantisipasi persoalan administratif di lapangan.
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